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ABSTRAK
Penyelesaian Hukum Dalam Perselisihan Karyawan Tetap PT. Palem Baja
Banyuasin Yang Diputus Hubungan Kerjanya Oleh Perusahaan (Studi Kasus
Putusan No. 136/Pdt.Sus-PH1/2022/PN.PIg).
Oleh
Fery Rama Yulius

Latar belakang penelitian ini adalah mengenai penyelesaian hukum dalam perselisihan
antara karyawan dan perusahaan yang merupakan bagian integral dari sistem
ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.
Tesis ini mengkaji kasus putusan No. 136/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg yang melibatkan
perselisihan antara PT. Palem Baja Banyuasin dengan karyawan tetap yang diputus
hubungan kerjanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur
penyelesaian sengketa yang terjadi, khususnya dalam hal PHK, serta bagaimana
penerapan hukum dalam putusan tersebut dilakukan oleh Pengadilan Hubungan
Industrial (PHI). Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah : 1.Bagaimana
penyelesaian hukum dalam perselisihan terhdap karyawan tetap yang diputus
hubungan kerjanya (PHK) oleh perusahaan pada PT. Palem Baja Banyuasin (Studi
Kasus Putusan No. 136/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg)? 2.Bagaimana akibat hukum
degngan adanya Putusan PHI No. 136/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg terhadap karyawan
tetap yang diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan pada PT Palem Baja
Banyuasin?

Penelitian ini adalah penelitian normative didukung dengan data empiris, metode
penelitian normatif — empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif
(Undang-Undang) dan aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam
suatu masyarakat dan juga pendekatan studi kasus hukum karena konflik, sehingga
akan melibatkan peran pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian.
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta studi
kasus dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan
analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa PT. Palem Baja Banyuasin telah mematuhi
ketentuan hukum vyang berlaku, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan
peraturan pemerintah terkait. Perusahaan telah menjalankan prosedur PHK sesuai
dengan aturan, termasuk pemberian surat peringatan bertahap dan melakukan upaya
mediasi untuk penyelesaian sengketa secara damai sebelum perkara dibawa ke
pengadilan. Meskipun PHK dilakukan, perusahaan tetap menawarkan solusi yang
sejalan dengan hak-hak karyawan sesuai ketentuan perundang-undangan. Di sisi lain,
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang menyelesaikan
perselisihan ini dengan menekankan pentingnya perlindungan hak-hak karyawan yang
di PHK, memastikan bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan secara adil dan
sesuai prosedur hukum yang berlaku. Putusan pengadilan mencerminkan analisis yang
mendalam terhadap bukti-bukti yang ada, serta menegaskan pentingnya transparansi
dalam setiap tahapan proses hukum. Penelitian ini menunjukkan peran utama
pengadilan dalam memberikan penyelesaian yang adil dan transparan dalam
perselisihan hubungan industrial.

Kata Kunci  : Perselisihan ; Ketenagakerjaan ; Pemutusan ; Hubungan ; Kerja ;
Pengadilan ; Hubungan ; Industrial
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ABSTRACT

Legal Resolution in Disputes Concerning Permanent Employees of PT. Palem
Baja Banyuasin Whose Employment Was Terminated by the Company (Case
Study of Decision No. 136/Pdt.Sus-PH1/2022/PN.PIg)

By
Fery Rama Yulius

The background of this research is the legal resolution in disputes between
employees and companies, which is an integral part of the labor system aimed at
ensuring justice for both parties. This thesis examines the decision in Case No.
136/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg involving a dispute between PT. Palem Baja
Banyuasin and a permanent employee whose employment was terminated. The
purpose of this research is to analyze the dispute resolution process, specifically in
cases of termination (PHK), and how the application of law was carried out in the
decision made by the Industrial Relations Court (PHI). The issues discussed in this
thesis are: 1. How is the legal resolution in disputes concerning permanent
employees whose employment is terminated by the company at PT. Palem Baja
Banyuasin (Case Study of Decision No. 136/Pdt.Sus-PHI1/2022/PN.PIg)? 2. What
are the legal consequences of the PHI Decision No. 136/Pdt.Sus-PHI1/2022/PN.PIg
regarding the permanent employee whose employment was terminated by PT.
Palem Baja Banyuasin?

This research is a normative study supported by empirical data, using a normative-
empirical research method regarding the implementation of normative legal
provisions (laws) and their actions in specific legal events within a society, along
with a case study approach since the conflict requires the involvement of the court
to provide a resolution. The research approach uses statutory and case study
methods based on judicial decisions with permanent legal force. Based on the
analysis, it was found that PT. Palem Baja Banyuasin complied with the applicable
legal provisions, such as the Labor Law and related government regulations. The
company followed the termination procedures as required, including issuing
warning letters and attempting mediation for peaceful dispute resolution before the
case was brought to court. Despite the termination, the company still offered
solutions aligned with the employees' rights in accordance with the law. On the
other hand, the Industrial Relations Court at the Palembang District Court resolved
the dispute by emphasizing the importance of protecting the rights of employees
who were terminated, ensuring that the termination process was carried out fairly
and in accordance with the applicable legal procedures. The court's decision
reflects a thorough analysis of the available evidence, and it highlights the
importance of transparency in every stage of the legal process. This research
demonstrates the central role of the court in providing fair and transparent
resolutions in industrial relations disputes.

Keywords: Dispute; Employment; Termination; Employment Relationship;
Court; Industrial Relations.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia menerapkan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan dengan maksud dan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara
hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja sehingga kelangsungan usaha dan
ketenangan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan
tenaga kerja terjamin. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa menjadi tugas
bersama untuk mengusahakan agar setiap orang yang mau dan mampu bekerja,
mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan yang diinginkannya, dan setiap orang
yang bekerja mampu memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi
tenaga kerja itu sendiri maupun keluarganya. Dalam paradigma baru, hukum tidak
lagi dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan harus mampu
berinteraksi dengan entitas lain dengan tujuan pokok untuk mengadopsi

kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat.?

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara

! Sendjun H. Manulang, 1988, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia , Jakarta:
PT Rineka Cipta, him 19.

2 Abdul Latif Mahfuz, “Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan
Undang-Undang”, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas
Muhamamadiyah Palembang, Volume 1 Nomor 1 Desember 2019, him.49.
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pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur
pekerjaan, upah, dan perintah. Berdasarkan pengertian hubungan kerja tersebut
jelaslah bahwa hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum lahir atau tercipta

setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha.®

Hal terkait dengan perjanjian kerja juga di bahas dalam hubungan industrial
yang menjelaskan sistem hubungan yang menempatkan kedudukan pengusaha dan
pekerja sebagai hubungan saling melengkapi dalam rangka mencapai tujuan
bersama. Dalam tatanan artinya ada peranan pemerintah yang mengeluarkan sebuah
kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang mengayomi dan melindungi para
pihak demi tercapainya sebuah hubungan kerja yang baik antara pengusaha dan

pekerja.*

Salah satu bentuk dari perlindungan tenaga kerja adalah hal terkait
penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Pasal 136 ayat (1)
Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 136 ayat (1) tersebut mengenal
2 (dua) pola penyelesaian, yakni melalui musyawarah mufakat dan melalui
prosedur penyelesaian perselisihan industrial yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
mengatur mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar
pengadilan maupun di dalam pengadilan. Penyelesaian perselisihan antara

buruh/pekerja dengan pengusaha merupakan suatu hal penting yang dilakukan di

% Lalu Husni, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, him. 63.

4 Sri Subiandini Gultom, 2008, Aspek Hukum Hubungan Industrial, Jakarta: Inti Prima
Promosindo, Cet. Ke 2, him. 14.

15
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masa pembangunan nasional sekarang ini, karena tidak bisa dipungkiri tenaga kerja
merupakan faktor teramat penting bagi terselenggaranya pembangunan nasional di
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan faktor tenaga kerja merupakan
sarana yang sangat amat dominan di dalam kehidupan suatu bangsa, karena itu

tenaga kerja merupakan faktor penentu bagi mati dan hidupnya suatu bangsa.®

Masalah hukum mengenai ketenagakerjaan masih menjadi suatu hal yang
sering terjadi di Indonesia, salah satu faktornya adalah mengenai pemutusan
hubungan kerja (PHK). Pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) hak-
hak yang seharusnya diperoleh oleh tenaga kerja tidak diberikan oleh perusahaan
tempat bekerjanya.® Pemutusan hubungan kerja merupakan upaya terakhir setelah
berbagai cara ditempuh namun gagal membawakan hasil yang diharapkan. Dengan
melihat fakta saat ini bahwa mencari pekerjaan tidaklah mudah, banyak perusahaan
yang mengurangi jumlah pekerja/buruh dengan kemungkinan perusahaan tersebut
tidak mampu memenuhi apa yang menjadi kewajibannya seperti membayar upah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.’

Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) dilatarbelakangi dengan adanya
tindakan pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara
sepihak terhadap buruh/pekerja. Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK)

terjadi karena adanya perbedaan pendapat mengenai alasan-alasan melakukan

5> Djumbai, 2004, Hukum Perburuhan , PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, him. 1.

& Rohendra Fathammubina dan Rani Apriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan
Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja", Jurnal llmiah Hukum De'Jure : Kajian limiah Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Volume 3 Nomor 1 Mei 2018, him.111.

7 Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, 2019, Hukum Ketengakerjaan Dalam Teori dan
Praktik di Indonesia, Prenadamedia Group Divisi Kencana, Jakarta, him. 254.

16
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pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpengaruh terhadap hak-hak tenaga
kerja. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan hanya memperbolehkan pengusaha melakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK) dengan alasan bangkrut, tutup karena mengalami kerugian,
perubahan atas status perusahaan, pekerja/buruh melanggar perjanjian Kerja,
pekerja/buruh melakukan kesalahan berat, pekerja/buruh memasuki usia pensiun,
pekerja/buruh  mengundurkan diri, pekerja/buruh meninggal dunia, serta

pekerja/buruh mangkir.®

Diuraikan diatas potensi adanya kondisi menimbulkan dampak masalah-
masalah diatas dalam hubungan industrial. Masalah ketenagakerjaan perselisihan
hubungan industrial, pendapat sepihak memberatkan salah satu pihak dan pihak
yang satu diuntungkan, terjadi pemogokan pekerja, melakukan kesalahan berat
tergolong tindak pidana, melanggar penjanjian kerja bersama (PKB), hingga

berujung dengan berakhirnya pekerja atau karyawan di perusahaan.®

Pengadilan hubungan industrial memutuskan upaya hukum sesuai dengan
hukum yang berlaku serta upaya yang diberikan kepada seseorang untuk sesuatu
hal tertentu yang melawan hukum. Hingga berakhirnya pula hak dan kewajiban
diantara mereka (pengusaha dan karyawan) dengan berbagai macam alasan kedua

belah pihak merupakan pemutusan hubungan kerja atau PHK.

8 Randi, Yusuf, 2020 “Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja
Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.” Jurnal Hukum
Universitas Padjadjaran 3, No. 2 ,HIm. 3.

° Gita Mogi, Erica,2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Di Phk
Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan”, E-Journal Universitas Sam Ratulangi Manado, No 2.
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Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh putusan Pengadilan Negeri Palembang
Kelas 1A dengan Nomor 136/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg mengenai pemutusan
hubungan kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan perusahaan terhadap
pegawai/buruh dengan kronologis perkara penguggat yang merupakan seorang
pegawai di PT. Palem Baja yang terletak di daerah Kabupaten Banyuasin.
Penggugat merupakan seorang koordinator lapangan di perusahaan tersebut yang
telah bekerja kurang lebih selama 24 (dua puluh empat) tahun 11 (sebelas) bulan.
Didalam gugatannya Penggugat menyebutkan dirinya menerima surat edaran
pemberitahuan diistirahatkannya dan dirumahkannya penggugat dari PT. Palem
Baja yang dianggap penggugat merupakan keputusan perusahaan secara sepihak
tanpa dirundingkan terlebih dahulu dengan penggugat yang statusnya pada saat itu
masih merupakan pekerja di PT. Palem Baja tersebut. Penggugat meminta kejelasan
akan status hubungan kerja dengan PT. Palem Baja karena tidak adanya
kesepakatan secara tertulis antara kedua belah pihak mengenai upah yang diterima
selama penggugat diistirahatkan dari pekerjaannya selama 3 (tiga) bulan. Menurut
penggugat didalam gugatannya tergugat yang merupakan PT. Palem Baja
menawarkan uang perusahaan kepada penggugat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima
belas juta rupiah) dan upah selama 36 (tiga puluh enam) bulan senilai
Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya sebagai bentuk kompensasi
terhadap berakhirnya putusan hubungan kerja, yang pada akhirnya di tolak oleh

penggugat karena tidak sebanding dengan pengabdiannya selama ini.

Sebelum penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, penggugat telah membuat laporan
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pengaduan kepada Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten
Banyuasin guna menyelesaikan perselisihan tersebut akan tetapi laporan pengaduan
oleh Penggugat tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak di depan mediator
pada perundingan mediasi, yang dimana pertemuan tersebut tidak terjadi
kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga Penggugat mengajukan Gugatan

Perselisinan Pemutusan Hubungan Kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 35 Tahun 2021 Tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya, waktu kerja dan waktu
istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 Huruf g angka 3 yang berbunyi:
“adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang di ajukan oleh pekerja/buruh
dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan yaitu tidak membayar upah tepat
waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih,

meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu”.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik dan ingin
meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang diatas

dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul :

Penyelesaian Hukum Dalam Perselisihan Karyawan Tetap PT. Palem
Baja Banyuasin Yang Diputus Hubungan Kerjanya Oleh Perusahaan (Studi

Kasus Putusan No. 136/Pdt.Sus-PH1/2022/PN.PIg).
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B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian hukum dalam perselisihan terhdap karyawan
tetap yang diputus hubungan kerjanya (PHK) oleh perusahaan pada PT.
Palem Baja Banyuasin (Studi Kasus Putusan No. 136/Pdt.Sus-
PHI1/2022/PN.Plg) ?

2. Bagaimana akibat hukum dengan adanya Putusan PHI No. 136/Pdt.Sus-
PHI/2022/PN.Plg terhadap karyawan tetap yang diputus hubungan
kerjanya oleh perusahaan pada PT Palem Baja Banyuasin ?

C. Ruang Lingkup

Perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penulis membatasi
masalah yang akan dibahas mengingat keterbatasan waktu dalam proses
penyusunan agar pembahasan tidak meluas dan menyimpang dari permasalahan
yang ada, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada Penyelesaian Hukum
Dalam Perselisihan Karyawan Tetap PT. Palem Baja Banyuasin Yang Diputusnya
Hubungan Kerja Oleh Perusahaan (Studi Kasus Putusan No. 136/Pdt.Sus-
PHI1/2022/PN.PIg).
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan :

a. Aturan hukum yang diberlakukan perusahaan terhadap karyawan tetap

yang diputusnya hubungan kerjanya (PHK) oleh perusahaan pada PT.

Palem Baja Palembang.
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b. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang
kelas 1A dalam menyelesaikan perselisihan karyawan tetap yang diputus
hubungan kerjanya oleh perusahaan pada PT Palem Baja Palembang
(Studi Kasus Putusan No. 136/Pdt.Sus-PHI1/2022/PN.PIg).

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, memperluas
wacana dan sebagai kontribusi teoritis terhadap ilmu hukum khususnya yang
berkaitan dengan aspek hukum ketenagakerjaan di Indonesia dalam
penyelesaian hukum dalam perselisihan karyawan tetap PT. Palem Baja
Palembang yang diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan (Studi Kasus

Putusan No. 136/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.PIg)

a. Manfaat Teoritis
Diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan pemahaman dan
pengembangan tentang aturan hukum yang diberlakukan perusahaan
terhadap karyawan tetap yang diputus hubungan kerjanya (PHK) oleh
perusahaan pada PT. Palem Baja Banyuasin serta menjelaskan
bagaimana peranan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Palembang dalam menyelesaikan perselisihan karyawan tetap
yang diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan pada PT Palem Baja
Banyuasin (Studi Kasus Putusan No. 136/Pdt.Sus-PHI1/2022/PN.PIg).
b. Manfaat Praktis
Diharapkan kedepannya hasil peneltian dan penulisan tesis ini

memberikan dasar-dasar, pedoman serta informasi riil terkait
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perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia serta diharapkan
mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum
ketenagakerjaan, khususnya mengenai perselisinan yang terjadi di
bidang Pengadilan Hubungan Industrial.

E. Kerangka Teoritis

1. Kerangka Teori

Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya suatu
kerangka teori. Penggunaan teori sebagai pisau dalam sebuah analisis untuk
menjelaskan, memecahkan, dan mengendalikan masalah yang akan dikaji dalam

proposal tesis ini. Teori yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Teori Putusan Hakim

Putusan merupakan suatu pernyataan hakim yang diucapkan pada
persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang dihadapkan padanya.*®
Menurut Sudikno Mertokusumo., putusan hakim merupakan suatu
pernyataan hakim sebagai pejabat yang berwenang, yang mana diucapkan
dipersidangan yang bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara
antara para pihak. Dengan adanya putusan hakim para pihak yang
berperkara mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.!

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan bebas dari

campur tangan para pihak lain. Pada perumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-

10 Sudikmo Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Edisi 7,
Yogyakarta, him.21.

11 Moh. Taufik Makarao, 2009, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, PT. Rineka
Cipta, Cetakan ke 2, Jakarta, him. 124.
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Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa seorang hakim diwajibkan
menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Dalam
memberikan suatu keadilan maka hakim harus menelaah terlebih dahulu
mengenai kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya lalu menilai
peristiwa tersebut. Kemudian seorang hakim pula dalam memberikan
putusan harus berdasarkan penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa
keadilan yang tumbuh, hidup serta berkembang dalam masyarakat, dengan
memperhatikan faktor lain seperti budaya, sosial, ekonomi, politik dan
sebagainya.'?

Dari uraian diatas dan pendapat Sudikno Mertokusumo*®, maka penulis
menggunakan teori putusan hakim ini untuk membantu menganalisa dalam
pertimbangan hakim dalam memutus atau mengabulkan perkara
Penyelesaian Hukum Dalam Perselisihan Karyawan Tetap PT. Palem Baja
Banyuasin Yang Diputus Hubungan Kerjanya Oleh Perusahaan (Studi
Kasus Putusan No. 136/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.PIg) dalam penulisan tesis
ini.

. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan suatu upaya untuk mengembalikan
hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula.
Dengan pengembangan hubungan tersebut, para pihak yang bersengketa

dapat mengadakan hubungan baik sosial maupun hubungan hukum antara

2 Andi Hamzah, 2017, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, cetakan ke
12, Jakarta, him, 101.

13 Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ketujuh,
Liberty, Yogyakarta, him 96.
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satu dengan yang lainnya, penyelesaian merupakan suatu upaya untuk
menyelesaikan proses atau perbuatan. Sedangkan menyelesaikan artinya
menyudahkan menjadi berakhir, membereskan atau memutuskan,
mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran), atau
mengatur sesuatu sehingga menjadi baik.*
Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan perngaruh efek keberhasilan
atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu
tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik 2 (dua) variable
terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.
Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau
perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum
tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan terhadap
hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau
perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan
hukum sangat berkaitan dengan evektifitas hukum. Agar hukum itu efektif,
maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut.
Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk
kekuatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya

indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

14 Jefry Tarantang, 2018, Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa
Keluarga Islam, Yogyakarta, K-Media, him. 125.

15 Barda Nawawi Arief, 2016, Kapita Selekta Hukum Pidana, cetakan ketiga, Citra
Aditya Bandung, him. 67.
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Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa
efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, antara
lain sebagai berikut:

1. Faktor Hukum
Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara
kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret
seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga
ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang
saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika
melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi
prioritas utama, karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum
tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain
yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan
pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur
subyektif dari masing-masing orang.
2. Faktor Penegak Hukum
Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law
enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan

kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

16 Soerjono Soekanto, 2007, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, him. 110.
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Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi
penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak
hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman,
penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan.’
3. Faktor sarana atau fasilitas hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai
sarana untuk mencapai tujuan. Ruangan lingkupnya terutama adalah
sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung
mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi
yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan
sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting
demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan
sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi
semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya
memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.*®

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam
masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu
mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada
kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari

masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa

7 1bid, him. 112.
18 1bid
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dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial,
pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum
juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial
dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana
pengatur perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor
masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya
diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari
kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai
suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum
mencakup, struktur, subtansi dari sistem kemasyarakatan, maka hukum
mencakup, struktur, subtansi, dan kebudayaan. Struktur mencangkup
wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan
lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga

tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

Derajat efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf
kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk penegak hukumnya, sehingga
dikenal dengan asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator
berfungsinya suatu sistem hukum, dan berfungsinya hukum merupakan pertanda

hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan
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melindungi  masyarakat dalam pergaulan hidup.’® Beberapa pendapat
mengemukakan tentang teori efektivitas hukum seperti Bronislav Molinoswki,
Cleremce J Dias, Allot dan Murmer. Bronislav Molinoswki mengemukakan bahwa
teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum dalam masyarakat dianalisis dan
dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : masyarakat modern dan masyarakat primitif,
masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan
pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi
canggih, di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh

pejabat yang berwenang.?°

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya
sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksanaan norma jika validitas adalah kualitas
hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan
tentang hukum itu sendiri. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang
memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu
perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang
antara hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law in
theory) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitanya antara law

in the book dan law in action.?!

19 Soerjono Soekanto, 2019, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya
Bandung, him. 7.

20 Ibid, hlm. 308.

21 Soleman B Taneko, 2017, Pokok-Pokok Hukum Dalam Msyarakat, Rajawali Press,
Jakarta, him. 47-48.
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F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu metode yang secara ilmiah dilakukan untuk
mencari maupun mendapatkan data yang valid, yang bertujuan untuk menemukan,
mengembangkan serta membuktikan suatu pengetahuan tertentu, dengan begitu
metode tersebut bisa digunakan untuk memahami, memecahkan dan juga
mengantisipasi masalah.?? Dalam penulisan tesis ini metode penelitian yang

digunakan sebagai berikut ;

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif/doctrinal dan didukung dengan data empiris
sehingga benar-benar berbeda atau dapat diharmonisasikan dalam suatu kegiatan
penelitian hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum
normatif dan penelitian hukum empiris dapat dilakukan secara terpisah maupun
secara tergabung, tolak ukur analisa yang akan digunakan adalah melihat perbedaan
dua jenis penelitian hukum tersebut dari aspek pendekatan, tujuan dan jenis data
yang digunakan.®

Penelitian tesis ini lebih menekankan dengan menggunakan 2 (dua) metode
penelitian :
1. Penelitian normatif, penelitian normatif sering disebut penelitian yang objek

kajiannya tentang dokumen. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis,

dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah

22 Jonaerdi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Prenadadneia Group, Depok, him.13.

23 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, him. 6.
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yang diteliti. Hal ini sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto, bahwa
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder belaka dapat dikatakan penelitian normatif atau penelitian
kepustakaan.?*

Penulis juga melengkapi dengan data-data empiris, kata empiris bukan berarti
harus menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa
dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun dalam
konteks ini lebih dimaksukan kepada pengertiannya bahwa kebenarannya dapat
dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera.
Penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitinya tidak
hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (law was
written in book), bersifat teknis di dalam mengoperasionalkan peraturan hukum
seperti mesin yang memproduksi dan menghasilkan hasil tertentu dari sebuah

proses mekanis, dan tentunya hanya dan harus bersifat perspektif.?

Pendekatan Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris ini

pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif

dengan adanya penambahan unsur empiris. Metode penelitian normatif — empiris

mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dan aksinya

pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat dan juga

pendekatan judicial case yang merupakan pendekatan studi kasus hukum karena

24 Ibid, hlm. 33.
2 bid.
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konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk

memberikan keputusan penyelesain (yurisprudensi).

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ilmiah ini adalah data sekunder yang diperoleh

dari kepustakaan. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang

diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah hasil

penelitian dan sebagainya.?® Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder dan bahan hukum tersier:2’

1.

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa

Undang-Undang yakni:?®

1)

2)

3)

4)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Putusan  Pengadilan Negeri Palembang Nomor  136/Pdt.Sus-

PHI/2022/PN.PIg.

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi

% Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, him. 10.
27 Ibid, him. 12.
28 Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, him. 44.
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kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian.?

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan
penelitian ini diantaranya surat kabar, internet, kamus hukum, Kamus Besar
Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.°

4. Teknik Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum yang berupa data merupakan kegiatan menganalisis
data-data yang telah diolah seperti apa yang disebut diatas. Bentuk analisis data
ini adalah data kualitatif, karena data yang dikaji berupa keterangan dan bahan-
bahan hukum tertulis®* yang diperoleh menggunakan metode observasi dan
wawancara. Analisis data ini juga menggunakan analisis induktif yaitu suatu
analisis yang didapat selanjutnya dikembangkan pada pola hubungan tertentu
menjadi hipotesis. Analisis data kualitatif ini dilakukan sejak sebelum
melakukan penelitian ke lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai
dilapangan.

G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai

sistematika penulisan tesis yang sesuai dengan aturan dalam penulisan karya ilmiah,

maka penulis menyiapkan sistematika penulisan sebagai berikut ;

29 |bid, him. 23.
%0 Ibid, him. 54.
31 Sri Mamuiji dan oerjono Soekanto, Op. Cit, him. 50.
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PENDAHULUAN

Dalam Penelitian akan membahas mengenai Latar Belakang,
Pokok Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian,
dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis, Metode
Penelitian, Sistematika Penulisan

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka
yang berisi kajian yaitu menguraikan teori-teori yang
berkaitan dengan penelitian yang ditulis penulis yang
berdasarkan Undang-Undang Ketangakerjaan, Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja,
Undang-Undang menguraikan tentang perlindungan hukum
tenaga kerja dan perlindungan hukum tenaga kerja.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini akan membahas mengenai aturan
hukum yang diberlakukan perusahaan terhadap karyawan
tetap yang diputus hubungan kerjanya (PHK) oleh
perusahaan pada PT. Palem Baja Banyuasin dan bagaimana
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Palembang menyelesaikan perselisihan karyawan tetap yang
diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan pada PT Palem
Baja Banyuasin (Studi Kasus Putusan No. 136/Pdt.Sus-

PHI/2022/PN.PIg).
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BAB IV PENUTUP
Dalam bab terakhir penulis menyimpulkan apa yang dibahas
pada pembahasan dalam penulisan tesis ini dan memberikan

saran yang relevan.
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